
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: bawaslukaltara@gmail.com

Nomor : 41/PM.00.01/K.KL/06/2024 Tanjung Selor, 19 Juni 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Sifat : BIASA

Hal : HIMBAUAN NETRALITAS ASN, 

ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI DAN 

PEJABAT NEGARA

Kepada Yth,

Daftar Terlampir

Di –
Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  yang  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1

Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-

Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1

Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-

Undang;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tagun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang

Pengawasan Netralitas Pegawasi Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

8. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

9. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  5  Tahun  2022  Tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan  KPU  Nomor  2  Tahun  2024  tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya Tahapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
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2024 serta dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang Bermartabat dan Berkualitas dengan

menjalankan Tugas Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya Pemilihan

yang  Demokratis  berdasarkan  Asas  Langsung,  Umum,  Bebas,  Rahasia,  Jujur,  dan  Adil

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya

pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia

(TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya

maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai

negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan

perundang-undangan”;

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai

politik”;

3. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023,

“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan

dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2023, “Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan

apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  52 ayat (3) huruf j  Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2023, “Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan

apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”;

6. Bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  20  Tahun

2023, “Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil

Presiden,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,

gubernur  dan wakil  gubernur,  bupati/walikota dan wakil  bupati/wakil  walikota wajib

menyatakan pengunduran diri  secara tertulis  sebagai  Pegawai ASN sejak ditetapkan

sebagai calon”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun  2021,  “PNS  dilarang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat  Daerah  dengan  cara  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang

menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  sebelum,  selama,  dan

sesudah masa kampanye”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun  2021,  “PNS  dilarang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat  Daerah  dengan  cara  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,

dan  sesudah masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan

masyarakat”;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun  2021,  “PNS  dilarang  memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34

Tahun 2004,  “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik

dan kegiatan politik praktis”;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,

“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bersikap  netral  dalam kehidupan  politik  dan

tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang

berbunyi :

Ayat (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil  Negara, Anggota

TNI/POLRI,  dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon.

Ayat (2) Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  Bupati  atau Wakil  Bupati,  dan Walikota

atau  Wakil  Walikota  dilarang  melakukan  penggantian  pejabat  6  (enam)

bulan  sebelum tanggal  penetapan  pasangan calon  sampai  dengan akhir

masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (3) Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  Bupati  atau Wakil  Bupati,  dan Walikota

atau  Wakil  Walikota  dilarang  menggunakan  kewenangan,  program,  dan

kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan

sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan  penetapan

pasangan calon terpilih.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

Ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan

Walikota  atau  Wakil  Walikota  selaku  petahana  melanggar  ketentuan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  petahana  tersebut

dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh  KPU  Provinsi  atau  KPU

Kabupaten/Kota.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  76 ayat (1) huruf a,  b,  dan d Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

a. Membuat  Keputusan  yang  secara  Khusus  memberikan  keuntungan  pribadi,

keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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b. Membuat  Kebijakan  yang  merugikan  kepentingan  umum  dan  meresahkan

sekelompok  masyarakat  atau  mendiskriminasikan  warga  negara  dan/atau

golongan  masyarakat  lain  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  Peraturan

Perundang-Undangan.

c. Menyalahgunakan  wewenang  yang  menguntungkan  diri  sendiri  dan/atau

merugikan daerah yang dipimpin.

14. Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2024,

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,

serta Walikota dan Wakil  Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai  dari  pemenuhan

persyaratan  dukungan  pasangan  calon  perseorangan  sampai  dengan  pengusulan

pengesahan pengangkatan calon terpilih.

C. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf  A dan B,  Bawaslu Provinsi  Kalimantan Utara

mengimbau :

1. Pegawai  ASN,  Anggota  TNI,  Anggota  POLRI,  Pejabat  Daerah  dan  Pejabat  Lainnya  di

satuan  wilayah  kerja  Provinsi  Kalimantan  Utara  agar  menjaga  integritas  dan

profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan,

berafiliasi  dengan  partai  politik,  serta  membuat  keputusan  atau  tindakan  yang

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota

dan Wakil Walikota;

2. Pejabat  Negara  atau  Pejabat  lainnya  untuk  tidak  melakukan  hal-hal  yang  dapat

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota

dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun

program-program pemerintah; dan

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing

terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses

penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil

Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,

${ttd}

Rustam Akif
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Kepada Yang Terhormat :

1. Gubernur Kalimantan Utara;

2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

3. Kapolda Kaltara;

4. Danrem Maharajalila 092;

5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

6. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan;

7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

9. Asisten I Provinsi Kalimantan Utara;

10. Asisten II Provinsi Kalimantan Utara;

11. Asisten III Provinsi Kalimantan Utara;

12. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Provinsi Kalimantan Utara;

13. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;

15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Utara;

17. Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Provinsi Kalimantan Utara;

18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;

19. Kepala  Dinas  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara;

20. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;

21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;

22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara;

23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara;

24. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;

25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan

Utara;

26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Utara;

27. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara;

28. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara;

29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

LAMPIRAN SURAT  KETUA  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 41/PM.00.01/K.KL/06/2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024
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30. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;

31. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;

32. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;

33. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Utara;

34. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;

35. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dan  Litbang  Provinsi  Kalimantan

Utara;

36. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

37. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

38. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

39. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara;

40. Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

41. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;

42. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

43. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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